
BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Pesangonnya Dibayarkan
Secara Tidak Tunai

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di
Indonesia, landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar
falsafah negara. Di samping itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia, sehingga hukum yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum bagi rakyat juga bersumber pada Pancasila.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan, oelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena
pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.
Melalui penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu
kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan hukum (Zweck-massigkeit) dan
keadilan (Gerechtigkeit). Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara
ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proposional
seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara
proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Demikian pula terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai
hubungan industrial, harus dilakukan penegakan hukum, karena pelanggaran
tersebut menimbulkan perselisihan antara pihak pekerja dengan pengusaha.
Ketentuan yang mengatur hak-hak okerja dan kewajiban pengusaha harus
ditegakkan jika terjadi pelanggara. Penegakkan hukumnya dapat dilakukan secara
preventif dengan mengatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian
kerja, serta dapat pula dilakukan secara represif dalam bentuk penyelesaian
perelisihan hubungan industrial secara non litigasi maupun secara litigasi melalui
Pengadilan Hubungan Industrial.

Perlindungan hukum bagi rakyat di negara barat bersumber pada konsep pengakuan
dan perindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta rechtstaat dan “the rule of
law”. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
memberikan isinya sedangkan konsep rechtsstaat dan “the rule of law” menciptakan
sarananya. Dengan demikian pengakuan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia akan subur dalam wadah “rechtsstaat” atau “the rule of law”, sebaliknya
akan gersang di dalam negara-negara diktator atau totaliter.



Dengan menggunakan konsepsi negara Barat sebagai kerangka pikir dengan
landasan pijak pada Pancasila, maka prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di
Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkay dan martabat
manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang
berdasarkan Pancasila.

Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan
bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara
intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi
negara hukum yang berdasarkan Pancasila.1

Perlindungan Hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh
hukum bagi setiap warga negara. Secara yuridis pada Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang mencakup
orang yang belum bekerja, yaitu orang yang tidak terikat dalam hubungan kerja, dan
orang yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja, karena orang yang terikat
dalam suatu hubungan kerja juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih
baik atau yang lebih disukai oleh pekerja/buruh. Sedangkan Pasal 6 memberikan
perlindungan bagi pekerja/buruh yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Perlindungan hukum bagi pekerja pada dasarnya ditujukan untuk melindungi
hak-haknya. Perlindungan terdahap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD
1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhaj atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan, dituangkan pula
dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan
hukum. Pasal 28 D ayat (2), yaitu setiapp orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan

kerja. Ketentuan tersebu, menunjukkan bahwa di Indonesia telah memperoleh
tempat yang penting dan di lindungi oleh UUD 1945.

Dalam perlindungan, terdapat hak yang harus dijaga dan dihormati. Hak
mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat
sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang.

Perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja yang terpenting
adalah menyangkut kebenaran status pekerja dalam hubungan kerja serta kebenaran

1 Broto Suwiryo,2017, Hukum Ketenagakerjaan, Surabaya: Laksbang Pressindo, hlm. 142



alasan PHK. Alasan yang dipakai dasar untuk menjatuhkan PHK yang dapat dibagi
dalam 2 kelompok, yaitu alasan yang diizinkan untuk di-PHK. Kebenaran aladan
sangat berpengaruh terhadap hak yang nantinya dapat diterima oleh buruh pasca izin
PHK turun.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat 2 (dua) unsur yaitu
orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bagaimanapun harmonisnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja pasti
timbul perselisihan-perselisihan diantara mereka. Perselisihan ada yang bisa
diselesaikan secara musyawarah secara mufakat tetapi ada juga yang harus
diselesaikan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan.

PHK dapat terjadi karena banyak sebab. Bisa karena pekerja/buruh melanggar
tata tertib perusahaan, mengundurkan diri, mencapai usia pensiun, kontrak kerja
berakhir, bisa juga karena perusahaan merugi dan pindah (relokasi). Apapun alasan
PHK, prosedur utama yang perlu ditempuh kedua belah pihak yakni melakukan
musyawarah untuk mufakat atau disebut bipartit. Jika tidak selesai bisa meminta
bantuan dinas tenaga kerja setempat dan memilih cara penyelesaian menggunakan
mediasi atau konsiliasi. Namun, jika proses tersebut masih tidak bisa menyelesaikan
perselisihan upaya hukum bisa dilanjutkan ke pengadilan.

Baik pengusaha maupunn pekerja mempunyai hak yang sama untuk
melakukan PHK. PHK yang dilakukan oleh pekerja/buruh pada umumnya tidak
terlalu banyak dipersoalkan, yang banyak menimbulkan persoalan adalah PHK yang
dilakukan oleh pengusaha. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh
apabila berbagai upaya pencegahan ataupun pembinaan telah dilakukan akan tetapi
tidak berhasil. Dengan demikian jika pengusaha akan melakukan PHK haruslah
melalui prosedur dan disertai dengan alasan-alasan yang kuat.

Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Menurut Pasal
1 ayat (1) disebutkan bahwa : “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan
pendepatan yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, perselisihan
antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan”.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang
sangat penting dalam hubungan industrial. Hubungan industrial yang harmonis akan
menciptakan ketenangan dalam bekerja, yang akan berpengaruh pula pada
peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.



Namun demikian, dalam kenyataannya tidak mudah untuk mewujudkan
hubungan industrial yang harmonis, karena adanya kepentingan yang berbeda antara
pekerja di satu pihak dan pengusaha di pihak lain, hal ini terbukti masih banyak
kasus-kasus perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja. Untuk mencegah agar
kasus atau perselisihan perburuhan itu tidak berkepanjangan dan dapat diselesaikan
dengan baik maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menggantikan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.2

Sumber hukum perburuhan memiliki posisi penting karena merupakan acuan
para pihak jika mereka menghadapi suatu perselisihan. Oleh karena itu sumber
hukum perburuhan bernilai sangat strategis dalam hubungan kerja. Terdiri atas 2
jenis :

1. Kaidah Otonom
Kaidah Otonom dapat didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang
dibuat oleh para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja
berdasarkan pada kehendak bebas yang dibatasi oleh peraturan
perundang-undangan. Pembatasan oleh peraturan perundang-undangan
berupa standar minumum atau standar maksimum. Sepanjang mengatur
hak pekerja/buruh maka standar minimum, dan jika mengatur kewajiban
pekerja/buruh maka standar maksimum.para pihak yang terikat dalam
suatu hubungan kerja tidak lain dan tidak bukan adalah pekerja/buruh
dengan pengusaha. Pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing
mempunyai otonom/kewenangan untuk mengatur sendiri. Oleh karena itu,
bentuk kaidah otonom pada dasarnya adalah perjanjian yang tunduk pada
syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana Buegelijk Wet Boek. Kaidah
Hukum Otonom disini terdiri dari Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
Perjanjian Kerja Bersama atau Collective Labor Agreement atau
Collective Bargaining Agreement, dan Kebiasaan Hukum (Cutomary
Law).

2. Kaidah Heteronom
Kaidah Heteronom dapat didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang
dibuat oleh pihak ketiga di luar para pihak terkait dalam hubungan kerja.
Pihak ketiga yang paling dominan membuat ketentuan-ketentuan yang
dimaksud adalah Pemerintah/Negara. Oleh karena itu, bentuk dari kaidah
tersebut adalah semua peraturan perundang-undangan di bidang
perburuhan. Missalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Hukum Perburuhan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2012, dan sebagainya. Pada dasarnya peraturan

2 Ibid, h.45



perundang-undangan disini memberikan bermacam-macam perlindungan
kepada pekerja/buruh.3

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya
sistem hubungan kerjasama secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan-tekanan
dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja terjadi karena adanya suatu
hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan, hubungan kerja ini
lahir karena adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut berisi tentang
pengaturan mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja/buruh dan
pengusaha/majikan, pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja.

Prinsip perlindungan hukum ketenagakerjaan :

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa deskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan.

3. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa deskriminasi
dari pengusaha. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau
meningkatkan dan/atau mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

4. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan
kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan pelatihan kerja
disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di perusahaan
agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan usaha.

5. Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih,
mendapatkanm atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan layak di
dalam atau diluar negeri.

6. Setiap pekerja berhak mmperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

7. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

8. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja.

9. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.4

Yang menjadi objek perlindungan tenaga kerja yaitu :

1. Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja.

3 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2007, h. 78.

4 Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2012, h.35



2. Perlindungan atas hak dasar pekerja/buruh untuk berunding ataupun mogok
dengan pengusaha.

3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan penyandang

cacat.
5. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan & jaminan sosial.
6. Perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.5

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak
dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan
pengusaha/majikan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
perlindungan bagi pekerja adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Peraturan pelaksaa dari perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.

Dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan haruslah pekerja tunduk pada
perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan berada di
bawah perintah orang lain, yaitu pengusaha/majikan. Dengan adanya ketentuan
tersebut, menunjukkan bahwa pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada
dibawah wibawa orang lain yaitu pengusaha/majikan.

Pada sekarang ini tengah-tengah kehidupan bangsa yang sedang membangun
di segala bidang, pembangunan mana dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, maka
masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan masalah Gubungan Perburuhan pada
khususnya merupakan masalah strategisan sekaligus merupakan masalah yang
rawan bagi terciptanya stabilitas nasional, oleh karena itu perlu pemecahan bersama
secara tuntas antara Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Pengusaha.

Sebuah perusahaan dengan modal bersama (patungan) yang mempekerjakan
karyawan sekitar ratusan orang, tentunya tidak terlepas dari perselisihan
perburuhan/industrial. Terjadinya perselisihan dikarenakan adanya pelanggaran
disiplin kerja dan salah pengertian di antara pekerja/buruh dengan
pengusaha/majikan, diantaranya :

1. Tidak disiplin masuk kerja, yaitu : datang terlambat dan pulang sebelum
waktunya dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pengusaha.

2. Tidak cakap atau tidak sanggup melaksanakan petunjuk-petunjuk atasan
mengenai tugas yang diberikan.

3. Menolak melakukan tugas yang dilimpahkan atau menolak melakukan
perintah yang wajar sesuai dengan tata tertib dan peraturan perusahaan.

5 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehattan Kerja (Perlindungan Buruh), Jakarta:
Pradnya Paramita, 1981, h.31



4. Melakukan suatu tindakan yang terpuji, dengan sengaja mengintip
kamar, sehingga tergantung ketentraman dan kesenangan tamu yang
mengakibatkan kerugian perusahaan.

5. Tidak hormat, menghormati, bertindak kasar/congkak atau
memperlihatkan sikap yang menjengkelkan dan menentang perintah
atasan.

Perselihihan Perburuhan/Industrial ini sering terjadi dikarenakan di dalam
pelaksanaan syarat-syarat kerja yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB)/Perjanjian Perburuhan (CLA) belum sepenuhnya dihayati dan
dilaksanakan, karena masing-masing pihak masih selalu mencari kelemahan-
kelemahan untuk kepentingan individunya sehingga belum sesuai dengan sistem
Hubungan Perburuhan/Industrial yang didasari dengan semangat dan jiwa Pancasila
di antaranya :

1. Timbulnya itikad yang kurang baik dari pekerja/buruh maupun
pengusaha/majikan itu sendiri yang menyimpang dari Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) yang telah disepakati bersama.

2. Belum dihayatinya sikap mental dan sikap sosial para pelaku proses
produksi, barang dan jasa oleh pengusaha/majikan dan pekerja/buruh.

3. Kurang keterbukaan dari pihak pekerja/buruh maupun
pengusaha/majikan, saling curiga-mencurigai, cara-cara memaksa
kehendak baik melalui intimidasi bersifat fisik maupun filosofis dan
cara-cara yang tidak sesuai dengan kehidupan Hubungan
Perburuhan/Industrial Pancasila dewasa ini.

Beberapa tahun terakhir ini banyak perusahaan yang menawarkan pensiun
dini kepada karyawannya. Penawaran ini harus dilihat dalam konteks negosiasi,
apabila negosiasi tersebut dipandang baik oleh para pihak, penawaran tersebut tidak
menjadi masalah. Hal yang menjadi masalah adalah apabila kedudukan para pihak
dalam negosiasi tidak seimbang, sehingga kebijakan pnsiun dini tersebut justru
menjadi hal yang dipaksakan.

Beberapa prinsip mengenai Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) :

a. Pengusaha/pekerja/buru, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi
pengakhiran hubungan kerja.

b. Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pengakhiran hubungan
kerja tidak dapat dihindari. Maksud pengakhiran hubungan kerja wajib
dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja.serikat buruh atau
dengan pekerja.buruh apabila pekerja.buruh yang bersangkutan tidak
menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.



c. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud di atas benar-benar
tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan
hubungan kerja dengan pekerja,buruh setelah memperoleh penetapan
dari Pengadilan Penyeselaisan Perselisihan Hubungan Industrial.

Penyelesaian diperusahaan dilakukan secara bipartit dan sebelumnya telah dilakuan
pembinaan lisan atau tertulis dalam bentuk diberikan surat peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan. Sedangkan
pemberian surat peringatan terakhir dapat diberikan jika :

a. 3 (tiga) kali berturut-turut menolak perintah yang layak.
b. Kesengajaan/lalai melakukan pekerjaan.
c. Tidak cakap walaupun sudah dicoba.
d. Melanggar ketentuan yang diatur PP, PKB (Perjanjian Kerja Bersama),

dengan SP terakhir.

Apabila setelah mendapat SP terakhir, pekerja masih melanggar, maka dapat
di PHK dan sebelumnya dilakukan perundingan antara pengusaha dengan pekerja.

Jika tercapai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja pada saat
dilakukan dipartit atau tripatrit maka harus dibuatkan surat Perjanjian Bersama (PB)
dan wajib didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
setempat.

Selain itu, Undang-Undang juga mengatur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Prosedur yang harus ditempuh oleh pihak pengusaha/majikan dalam
mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan seorang atau beberapa orang
pekerjanya yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi di perusahaan pada
tingkat pertama harus diselesaikan secara musyawarah antara serikat
pekerja atau pekerja itu sendiri dengan pengusaha sebagai langkah awal
penyelesaian.

2. Bila perundingan itu menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan itu
dituangkan menjadi satu kesepakatan persetujuan bersama.

3. Jika tidak tercapai perundingan atau kata sepakat maka kesepakatan ini
dituangkan menjadi suatu kesepakatan persetujuan bersama.

4. Pegawai perantara mengadakan penyelidikan tentang duduk perkara
perselisihan, memanggil pihak-pihakk yang berselisih, dan mengusahakan
penyelesaian secara damai.

5. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pegawai
perantara, maka salah satu pihak mengajukan gugatan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial.



7. Pengajuan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi
atau konsiliasi. Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan, harus sudah menetapkan
Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai ketua
majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai anggota majelis yang
memeriksa dan memutus perselisihan.

8. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan
Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama dengan dihadiri
oleh pihak penggugat dan tergugat.

9. Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.
10. Apabila tidak dapat didamaikan, Majelis Hakim wajib memberikan

putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu
selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang
pertama.

11. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai kekuatan hukum
tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa
izin pengadilan, bila :

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan masih dalam masa percobaan
kerja.

2. Pemutusan Hubungan Keerja (PHK) itu didasarkan atas persetujuan pekerja
yang bersangkutan.

3. Masa kerja yang diperjanjikan memang telah berakhir
4. Pekerja yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun.
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut telah disetujui oleh serikat

pekerja/serikat burug yang bersangkutan.

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pendapat yang mengakibatkan pertentangan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya
hak, akibat adanya perbedaan perlaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaanm atau
perjanjian kerja bersama. Perselisihan hak yang berpaut dengan tidak adanya
persesuaian yang demikian itu, menitik beratkan aspek hukum (rechtmatigheid) dari
permasahalan, utamanya menyangkut pencederaan janji (wanprestasi) terhadap
perjanjian kerja, akibat terjadinya pelanggaran atau tidak dipenuhinya hak, suatu
perbedaan perlakuan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.



Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan
kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai permbuatan, dan/atau
perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Perselisihan kepentingan yang berpaut
dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan/atau
keadaan perburuhan, utamanya menyangkut bernaikan ekonomis serta akomodasi
kehidupan para pekerja. Perselisihan sedemikian menitik beratkan pada
kebijaksanaan (doelmatigheid) permasalahan, luar aspek hukum.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiram hubungan kerja
yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselisihan PHK merupakan jenis perselisihan yang sering terjadi dalam
banyak kasus di pengadilan hubungan industrial. sebagian besar PHK tersebut
dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh. Tindakan PHK seharusnya
menjadi pilihan terakhir dalam mengatasi masalah yang ada di perusahaan.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 menjabarkan lebih
lanjut bahwa perselisihan hubungan industrial adalah :

a. Pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi
baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lngkungan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).

b. Pihak yang berperkara adalah pekerja/buruh secara perseorangan maupun
organiasi serikat pekerja/buruh dengan pengusaha atau organisasni
pengusaha. Pihak yang berperkara dapat juga dapat terjadi antara serikat
pekerja atau serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain
dalam satu perusahaan.

c. Setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat oleh pihak yang berselisih.

d. Dalam hal perundingan oleh pihak yang berselisih gagal, maka salah satu
pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

e. Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau
perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang teklah dicatat
pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat
diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak,
sedangkan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase atas kesepakatan
kedua belah pihak hanya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar
serikat pekerja atau serikat buruh. Apabila tidak ada kesepakatan kedua
belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui konsiliasi atau
arbitrase, maka sebelum diajukan ke pengadilan hubungan indutsrial



terlebih dahulu melalui mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari
menumpuknya perkara perselisihan hubungan indutsrial di pengadilan.

f. Perselisihan hak yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi ata
arbitrase, namun sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial
terlebih dahulu melalui mediasi.

g. Dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang
dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

h. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat diajukan gugatan ke
pengadlan hubungan industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir dan
tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diajukan pembatalan ke
Mahkamah Agung.

i. Pengadilan hubungan industrial beasal pada lingkungan peradilan umum
dan dibentuk pada pengadilan negeri secara bertahap pada Mahkamah
Agung.

Untuk menjamin penyelesaian yang cepat, tepat, adi, dan murah, industrial
melalui pengadilan hubungan industrial yang berada pada lingkungan
peradilan umum dibatasi proses dan tahapannya dengan tidak membuka
kesempatan untuk mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi.
Putusan pengadilan hubungan industrial yang menyangkut perselisihan
hak dan perselisihan pemutusana hubungan kerja dapat langsung
dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun putusan pengadilan
hubungan industrial yang menyangkut perselisihan kepentingan dan
perselisihan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam
satu perusahaan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang
tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengadilan
hubungan industrial yang memeriksa dan mengadili perselisihan
hubungan industrial dilaksanakan oleh majelis hakim 3 (tiga) orang, yakni
seorang hakim pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc yang
pengangkatannya diusulkan leh organisasi pengusaha dan organisasi
pekerja atau ogranisasi buruh.

l. Putusan pengadilan hubungan indutsrial pada pengadilan negeri mengenai
perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau
serikat buruh dalam satu perusahaan tidak dapat diajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung.

m. Untuk menegakkan hukum agar dapat melindungi pekerja/buruh makka
harus ditetapkan adanya sanksi, sehingga dapat merupakan alat paksa
yang lebih kuat agar ketentuan undang-undang ini ditaati.

Bila upaya pencegahan tersebut tidak berhasil dan PHK tidak terhindar, maka
untuk sampai ke tindakan PHK, haruslah melalui beberapa tahapan. Tahapan yang



pertama bahwa PHK tersebut haruslah dirundingkan terlebih dahulu oleh pengusaha
dengan serikat pekerja atau dengan pekerja/buruh. Apabila dalam perundingan
tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK
setelah memperoleh petetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industriall, dan selama menunggu Pengadilan Hubungan Industrial pengusaha dapat
melakukan skorsing terhadap pekerja/buruh, namun pengusaha tetap wajib
membayar upah beserta hak-hak lainnya yang diterima pekerja.

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara
serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya
persesuaian pahamm mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban
keserikatan pekerjaan.

Dampak yang timbul akibat adanya perselisihan atau sengketa antara lain
adanya pemutusan hubungan kerja yang sudah tentu akan menambah jumlah
pengangguran. Problema pengangguran tersebut selalu menjadi masalah pribadi
pekerja/buruh maupun keluarganya juga merupakan masalah bangsa dan negara.
Oleh karena itu Pemerintah selalu berupaya agar tidak terjadi PHK dengan membuat
berbagai peraturan untuk melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 penyelesaian perselisihan dapat dilakukan di luar pengadilan
(Pengadilan Hubungan Industrial). Mekanisme ini tentunya lebih cepat dan dapat
memenuhi rasa keadilan para pihak karena penyelesaiannya berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat. Terdapat 3 (tiga) bentuk penyelesaian, yaitu
melalui :

1. Bipartit
Salah satu bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial

secara non ajudikasi adalah melalui forum bipartit, penyelesaian secara
bipartit adalah wajib. Hal ini berarti bahwa sebelum pihak-pihak yang
berselisih mengundang pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan
diantara mereka, maka harus terlebih dahulu melalui tahapan
perundingan para pihak. Musyawarah semacam ini merupakan cara
yang terbaik untuk memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah
pihak. Di samping itu penyelesaian secara bipartit dapat menekan biaya
serta menghemat waktu.

Perundingan melalui bipartit merupakan perundingan wajib yang
harus dilakukan antara pekerjaburuh atau serikat pekerja/serikat buruh
dengan pengusaha apabila terjadi perselisihan hubungan industrial
diantara mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap
perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh
atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Lembaga



kerjasama tersebut berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.

Perundingan melalui bipartit akan menguntungkan kedua belah
pihak. Karena dalam penyelesaian bipartit tidak ada pihak ketiga yang
tahu adanya perselisihan, sehingga nama baik kedua belah pihak masih
terjaga. Apabila perselisihan diselesaikan melalui lembaga yang lain
bahwa sampai ke pengadilan akan memakan waktu dan biaya bahkan
nama baik kedua belah pihak akan turuh dimata masyarakat karena
telah terjadi perselisihan. Keuntungan yang lain dalam bipartit ini
adalah tujuan yang akan dicapai yaitu sama-sama menang, tidak ada
yang kalah, sehingga solusi yang dihasilkan adalah menguntungkan
kedua belah pihak.

Selain diatas, perundingan melalui bipartit diselesaikan dalam
jangka waktu yang cukup pendek, menurut Pasal 3 Undang-Undang
PPHI bahwa perundingan melalui bipartit harus diselesaikan paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.
Dalam praktik adakalanya perundingan secara bipartit tidak
dilaksanakan oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh. Kendalanya
bisa terletak pada pekerja/buruh iitu sendiri, misalnya adanya
kekhawatiran mereka akan mendapat tekanan, atau intimidasi dari pihak
perngusaha/majikan, sehingga pekerja/buruh lebih memilih tidak
melalukan perundingan secara bipartit dengan [pengusaha, karena
dikhawatirkan hasilnya akan merugikan kepentingan pekerja/buruh.
Akan tetapi bisa juga sebaliknya, justru kekhawatiran tersebut berasal
dari pengusaha/majikan yang kesulitan melakukan perundingan bipartit
dikarenakan pekerja/buruh melakukan mogok kerja bersama-sama.

Dalam hal perundingan bipartit mencapai kesepakatan penyelesaian,
maka dibuatkan Perjanjian Bersama yang ditanda tangani oleh para
pihak. Perjanjian bersama wajib didaftarkan oleh para pihak pada
Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah para pihak mengadakan
Perjanjian Bersama. Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan
akta bukti pendaftaran Penjanjian Bersama dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.

Apabila Perjanjian Bersama yang telah dibuat tidak dilaksanakan
oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan
permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial dimana
Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapatkikan penetapan eksekusi.
Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan tempat
didaftarkan Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat
mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan
Industrial di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan
kepasa Pengadilan Hubungan Industrial yang berkompeten
melaksanakan eksekusi.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial menentukan bahwa dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu harus
diselesaikan secara bipartit. Apabila perundingan secara bipartit tersebut
berhasil, maka dibuat perjanjian bersama dan di laporkan kepada Kantor
Dinas Tenaga Kerja. Apabila cara bipartit gagal menemukan
kesepakatan antara pekerja dan pengusaha maka hal tersebut dicatat
dalam berita acara dan dicatatkan pula ke Kantor Dinas

Ketenagakerjaan setempat untuk selanjutnya ditingkatkan penyelesaiannya
ke perundingan berikutnya. Tripartit (Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)

Tripartit adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui pihak ketiga.

Dalam Pasal 107 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa lembaga
kerjasama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat
kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan
pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Lembaga kerjasama tripartit terdiri dari lembaga kerja sama
Triipartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan lembaga
kerjasama tripartit sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Keanggotaan lembaga kerjasama tripartit terdiri dari unsur pemerintah,
organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

a. Mediasi
Mediasi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yaitu,
Mediasi hubungan industrial, yang selanjutnya disebut mediasi
adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan melalui
musyawarah yang ditengahi olej seorang atau lebih mediator
yang netral.
Sedangkan mediator adalah pegawai instansi pemerintah

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang
memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan
Menteri untuk betugas melalkukan mediasi yang mempunyai
kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak
yang berselisih untuk menyelesaikan oerselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh
hanya dalam satu perusahaan.
Lembaga Mediasi berwenang menyelesaikan apabila dalam

perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan/gagal. Setelah



perundingan melalui bipartit tidak gagal maka kedua belah
pihak atau salah satu pihak wajib mencatatkan perselisihannya
kepada instansi di bidang ketenagakerjaan setempat dengan
melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui
perundingan bipartit telah dilakukan. Apabila bukti-bukti
tersebut tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung
jawan di bidang ketenagakerjaan akan mengembalikan berkas
tersebut dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya
berkas tersebut.
Selanjutnya instansi ketenagakerjaan akan menawarkan

pilihan penyelesaian kepada para pihak yang berselisih apabila
penyelesaian akan dilakukan melalui konsiliasi atau arbitrase.
Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihannya, maka
instansi ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian kepada
mediasi yang adan di tengahi oleh mediatoor. Mediator
hubungan industrial adalah pegawai pemerintah yang berada
di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

b. Konsiliasi
Penyelesaian melalui konsiliasi ini dilakukan melalui

seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah
yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau
memberi fasilitas kepada pihak-phak yang berselisih untuk
menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut
serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang
diperselisihkan.
Pengertian konsiliasi sendiri sudah diatur dalam Pasal 1

angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial, Konsiliasi
adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja atau perselisihan serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui
muyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator
yang netral.
Sedangkan yang dimaksud dengan konsiliator diatur dalam

pasal 1 angka 14 yaitu konsiliator adalah seorang atau lebih
yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan
oleh Menteri, yang bertugas melalukan konsilisasi dan wahib
memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih
untuk menyelesaikan perselisihan antara serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Tata cara
penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi tidak jauh berbeda



dengan tata cara penyelesaian perselisihan melalui mediasi,
yaitu menyelesaikan perselisihan d luar pengadilan untuk
tercapainya kesepakatan dari pihak yang berselisih. Demikian
juga dengan jangka waktu
penyelesaiannya, undang-undang memberikan waktu
penyelesaian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian
perselisihan sama halnya dengan proses perselisihan melalui
mediasi.

c. Arbitrase
Pengertian arbitrase sendiri sudah diatur dalam Pasal 1

angka 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial yaitu,
arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan,
dan perselisihan antar serikat kerja atau serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan, di luar pengadilan hubungan industrial
melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih
untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbiter yang
putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
Sedangkan arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih

oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang
ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai
perselisihan kepentingan, dan perselisiha antar serikat pekerja
atau serikat buruh yang hanya dalam satu perusahaan yang
diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya
mengikat para pihak dan bersifat final.
Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa pengadilan

berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilakukan oleh
pihak ketiga yang disebut arbiter dan para pihak menyatakan
akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. Arbitrase
hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial merupakan pengaturan khusus bagi
penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial.

3. Pengadilan Hubungan Industrial
Pengadilan Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
yaitu Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang
dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa,
mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan
industrial.



Untuk pertama kali dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada
seriap Pengadilan Negeri di setiap ibukota provinsi yang daerah
hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan.

Penyelesaian perselisihan di tingkat Pengadilan Hubungan
Industrial selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari terhitung sejak
sidang pertama dilakukan.

Penyelesaian perselisihan hubungan idustrial melalui jalur
pengadilan dilakukan dengan pengajuan gugatan yang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh. Dimana dalam pengajuan
gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi
dan konsiliasi. Bila gugatan tersebut tidak dilampiiri dengan risalah
tersebut, pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan
tersebut kepada penggugat. Dalam hal suatu perselisihan melibatkan
lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan
memberikan kuasa khusus. Serikat pekerja/serikat buruh dan organiisasi
pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di
Pengadilan Hubungan Indistrial untuk mewakili anggotanya.

Apabila salah satu pihak atau kedua pihak merasa keberatan atas
putusan Pengadilan Hubungan Industriak tersebut, maka dapat
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tidak semua perkara
peselisihan hubungan industrial yang telah diputus pada pengadilan
tingkat pertama dapat diajukan kasasi. Perkara yang dapat diajukan
kasasi adalah perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dua perkara lainnya yaitu perselisihan kepentingan dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan,
tidak dapat diajukan kasasi karena putusan pada pengadilan tingkat
pertama bersifat final dan tetap.
Proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana
disebutkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah sama
dengan Hukum Acara Peradata yang berlaku di lingkungan peradilan
umum. Perbedaannya hanya terletak pada pokok gugatan, yaitu dalam
surat gugatan hubungan industrial khusus perkara yang ada
hubungannya dengan ketenagakerjaan. Selain itu, perbedaannya dengan
Hukum Acara Perdata, dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
Hubungan Industrial hanya melalui 2 tingkat pemeriksaan atau
persidangan., yaitu pengadilan hubungan industrial sebagau pengadilan
tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tingkat
Terakhir.

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama mengenai
perselisihan hak, di tingkat pertama mengenai perselisihan kepentingan,
ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja,



dan di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan.

Penyelesaian di tingkat Mahkamah Agung baik dalam proses kasasi maupun
Peninjauan Kembali (PK) harus selesai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari keja
terhitung sejak tanggal permohonan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan
ditetapkannya batas waktu penyelesaian perselisihan industrial diharapkan bahwa
setiap perselisihan telah memperoleh kepastian hukum dalam waktu maksimal 8
(delapan) bulan.

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Hubungan Industrial adalah
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum kecuali secara khusus diatur dalam undang-undang tentang PHI. Secara
umum penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui
tahapan seperti berikut ini, yakni pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan
Industrial ditentukan sebagai berikut:6

a. Gugatan perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

b. Pengajuan gugatan wajib dilampiri risalah penyelesaian sengketa melalui
mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak lampiri dengan risalah penyelesaian
sengketa melalui mediasi atau konsiliasi maka berkas dikembalikan kepada
para pihak.

c. Gugatan dapat dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberi jawaban.
d. Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan

perselisihan hubungan kerja, Pengadilan Hubungan Industrial wajib
memutus terlebih dahulu perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan
tersebut.

e. Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak
sebagai kuasa hukum dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial
untuk mewakili anggotanya.

f. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menetapkan Majelis Hakim yang terdiri
dari 1 (satu) orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang hakim ad
hoc sebagai anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan.

Dengan dihapuskannya Undang-Undang Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan dan digantikan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan Industrial, diharapkan penyelesaian
tidak berlarut-larut, cepat, tepat, dan murah.

6 Broto Suwiryo, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan Asas Keadilan), Laksbang, Surabaya, 2017 h.158



Sejak adanya Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industria (PPHI), upaya hukum bagi pekerja yang
mengalami perselisihan hubungan industrial akan dilakukan secara bipartit, mediasi,
konsiliasi, arbitrase, atau ke Pengadilan Hubungan Industrial.

3.2 Sanksi Bagi Perusahaan Yang Membayarkan Pesangon Pekerjanya
Secara Tidak Tunai

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena
pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.
Melalui penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan. Dalam
menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian
hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan hukum (Zweck-massigkeit) dan keadilan
(Gerechtigkeit). Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur
tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.
Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara
proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Demikian pula terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai
hubungan industrial, harus dilakukan penegakan hukum, karena pelanggaran
tersebut menimbulkan perselisihan antara pihak pekerja dengan pengusaha.
Ketentuan yang mengatur hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha harus
ditegakkan jika terjadi pelanggaran. Penegakan hukumnya dapat dilakukan secara
preventif dengan mengatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian
kerja, serta dapat pula dilakukan secara represif dalam bentuk penyelesaian
perselisihan hubungan industrial secara non litigasi maupun secara litigasi melalui
Pengadilan Hubungan Industrial.7

Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam
dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD). Masuknya istilah perusahaan dalam KUHD diawali dengan
ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD. Istilah
perusahaan ini tidak di rumuskan secara eksplisit seperti apa yang di berlakukan
dalam istilah pedagang dan perbuatan perdagangan. Namun demikian, beberapa ahli
hukum sudah memberikan beberapa rumusan.8

7 Broto Suwiryo, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Berdasarkan Asas Keadilan), Laksbang, Surabaya, 2017 h.144
8 Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2017, h.2.



Istilah perusahaan adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya pembaruan
dalam hukum dagang. Oleh karena itulah, sejak beberapa pasal dalam Buku I
KUHD dicabut, maka saat itulah istilah Perusahaan muncul.

Menurut ketetuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik
badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja,buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha
sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam beberapa undang-undang juga ditemukan mengenai definisi
perusahaan, antara lain :

1. Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang wajib
daftar perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha
yang bersifat dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan
memperoleh keuntungan dan/atau laba.

2. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, tentang dokumen
perusahaan, menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang
melakukan kegiatan secara tetao dan terus menerus dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik berbentuk badan hukum
ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam
wilayah negara Republik Indonesia.9

Beberapa definisi jika sesuatu disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut :

1. Merupakan bentuk badan usaha.
2. Bentuk badan usaha itu diselenggarakan oleh perseorangan maupun

badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
3. Menjalankan setiap jenis usaha atau kegiatan usaha.
4. Jenis atau kegiatan usaha itu dijalankan secara tetao dan terus menerus.
5. Bertidak keluar dengan cara memperdagangkan barang-barang atau

mengadakan perjanjian-perjanjian.
6. Membuat perhitungan tentang laba-rugi yang di catat dalam pembukuan.
7. Bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.

9 Ibid, h. 9



Sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya berasal dari 1 (satu)
peraturan. Ada 6 jenis sumber hukum yang diakui dan dijalankan di Indonesia,
yaitu :

1. Undang-Undang
Undang-undang merupakan aturan yang diterapkan oleh presiden dan
disetujui oleh anggota DPR.

2. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) yang memiliki
hukum setara dengan Undang-Undang. Penetapan Perpu dilakukan secara
langsung oleh presiden tanpa harus memperoleh persetujuan dari DPR.

3. Peraturan lain
Yang dimaksud peraturan lain yaitu, peraturan yang secara hukum
posisinya berada di bawah Undang-Undang. Ada beberapa jenis peraturan
yang masuk ke dalam kategori ini, diantaranya adalah Peraturan Presiden
(PP), Keputusan Presiden, serta peraturan atau keputusan instansi.

4. Sumber hukum ketenagakerjaan dan perburuhan
Yang menjadi sumber hukum ketenagakerjaan dan perburuhan yang
lainnya adalah kebiasaan. Suatu kebiasaan dianggap sebagai hukum tidak
tertulis.

5. Perjanjian Kerja (PK)
Perjanjian Kerja antara perusahaan dengan keryawan juga menjadi salah
satu bentuk sumber hukum ketenagakerjaan. Secara umum perjanjian
hanya mengikat kepada pihak yang berkaitan secara langsung.

6. Traktat
Traktat adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh dua atau beberapa
negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memiliki
peranan yang sentral dalam mengatur permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Undang-undang Ketenagakerjaan dapat dikatakan menggambarkan hubungan yang
ada di antara pemangku kepentingan yakni, pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

Salah satu peran pemerintah dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan
dalam ketenagakerjaan adalah menjadi regulator atau pengatur.

Dalam Pasal 33 Kepmekakertrans Nomor 150 Tahun 2000 tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan menjelaskan yaitu,
pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian harus
dilakukan secara tunai.

Kemajuan yang telah banyak dicapai dalam Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 khususnya dari segi substansinya harus didukung oleh kesadaran pihak



pengusaha, buruh/pekerja dan pengawasan /penegakan hukum oleh pemerintah.
Sehingga pihak-pihak tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara
baik.

Sanksi yang cukup berat diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini
seharusnya dijatuhkan sebagai upaya terakhir setelah upaya lain ditempuh karena
pemberian sanksi bagi pengusaha secara tidak selektif akan berakibat pada
pengurangan jumlah buruh/pekerja yang dapat menyebabkan bertambahnya jumlah
pengangguran.

Selain itu untuk sanksi administratif perlu segera dikeluarkan peraturan
pelaksanaan yang mengatur mengenai hubungan prosedural antara pegawai
pengawas sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan instansi pemerintah yang
kompeten dalam penegakan sanksi administratif, hal ini penting untuk memudahkan
koordinasi dalam penegakan hukumnya.10

Seperti pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran terhadap hukum
ketenagakerjaan juga tidak lepas dari ancaman sanksi atau hukuman. Dalam hukum
ketenagakerjaan, ada beberapa pasal yang mencantumkan sanksi atau hukuman yang
dapat dikenakan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi
perusahaan akan diberikan tergantung dari jenis-jenis pelanggaran hukum
ketenagakerjaan.

Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang
mengatur mengenai sanksi perdata (contoh misalnya pasal 59 ayat (7) Undang-
Undang Ketenagakerjaan), di samping itu, para pihak (pekerja/buruh dengan
pengusaha) harus memperjanjikan konsekuensi perdata lainnya dalam perjanjian
kerja (PK) dan/atau dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama (PP/PKB)
bila terjadi wanprestasi. Sedangkan, sanksi pidana dan sanksi administratif diatur
dalam pasal 183 sampai dengan pasal 189 serta pasal 190 Undang-Undang
Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih
menjadi pedoman dan acuan bagi perusahaan untuk menjalankan hubungan
industrial. Jika ada perusahaan yang melanggar pasal-pasal di dalamnya, maka
perusahaan bisa terkena sanksi seperti sanksi administratif dan bahkan dapat terkena
sanksi pidana. Pasal 183-189 telah mengatur ketentuan atas sanksi pidana, antara
lain sanksi pidana penjara, sanksi pidana kurungan, serta denda berupa uang.

Pasal 189 Undang-Undang Ketenagakerjaan mempertegas bahwa sanksi
pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban

10 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2000, h.212



pengusaha untukk tetap membayarkan hak pekerja dan atau ganti rugi kepada
karyawan yang bersangkutan.

Sanksi administratif, dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan
kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan
pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga
pencabutan izin.

Pemberian sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang
dilakukan petugas pengawas ketenagakerjaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam
nota pemeriksaan. Pengawas ketenagakerjaan menyampaikan laporan
ketidakpatuhan pungusaha yang tidak menjalankan nota pemeriksaan kepada Pejabat
terkait seperti Dirjen Pengawas Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan
dan Kepala Dinas bidang Ketenagakerjaan tingkat provinsi. Kemudian, Dirjen atau
Kepala Dinas itu merekomendasikan kepada pejabat yang bersenang mengenakan
sanksi administratif.

Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai berakhirnya
jangka waktu sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
dapat direkomendasikan untuk diberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
Pengenaan sanksi administratif itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas
hakk-hak yang harus didapatkan oleh pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Bagi pengusaha yang dikenakan sanksi administratif dan telah melaksanakan
kewajibannya harus memberitahukan kepada pejabat yang memberikan sanksi.
Kemudian perjabat tersebut mencabut sanksi administratif berdasarkan rekomendasi
dari Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemmerintah di bidang
ketenagakerjaan setempat.

Upaya hukum melalui administratif, penyelesaian dapat melalui Bipartit yang
dilakukan antara pekerja dan pengusaha sebagai pihak yang terikat dalam hubungan
kerja. Apabila perundingan itu mencapai kesepakatan hasil persetujuan itu
mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi, apabila perundingan tidak mencapai
kesepakatan maka dapat minta anjuran ke Dinas Tenaga Kerja setempat.11

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusunya
dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi
baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak yang berwajib.

Sanksi pidana, dapat berupa denda, kurungan, dan penjara. Untuk sanksi
persuhaan ini akan di tentukan berapa lamanya hukuman dan berapa besarnya
nominal sesuai dengan berat pelanggaran yang dilanggar.

11 Asriwijayanti, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta,
h.175



Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan hak pekerja dan/atau ganti rugi
kepada pekerja yang bersangkutan.


























